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ANALISIS KINERJA LEMBAGA LEGISLATIF
(STUDI TENTANG KINERJA DPRD KOTA BANDARLAMPUNG)

Oleh

Anwar Rosshad

ABSTRACT

e purpose of this study was to determine and describe the DPRD performance and the factors that
affect the performance of Bandarlampung Parliament 1999-2004 period. The data used in this study
are primary and secondary data. Primary data compiled from the observations and interviews with
members of parliament and parties related to the implementation of the duties and functions of Parlia-
ment of Bandarlampung. While the secondary data obtained from the Parliament Secretariat and the
Secretariat of the Regional Government of Bandarlampung. The unit of analysis in this study is the city
of Bandarlampung Parliament as an institution organization. The variables in this study was Institution-
al (Organization), Human Resources, and Information as an independent variable. While the dependent
variable is the performance of Bandarlampung Parliament. The method of analysis used in this study is
descriptive qualitative.

These results indicate that the performance of Bandarlampung Parliament 1999-2004 period is low.
It can be seen from the indicators Accountability,Responsiveness and Effectiveness. The low perfor-
mance of Bandarlampung Parliament is influenced by institutional factors,namely infrastructure, human
resources, namely education and experience,as well as factors which information resources are used,the
openness to receive and impart information,as well as absorb the intensity of aspirations held by the City
; rlampung. This study also shows that in fact the budget factor and high finance do not

wance of Bandarlampung City Council.
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| saja. Bentuk otonomi yang disuarakan
menginginkan substansi yang lebih riil,
dung makna pemberdayaan daerah yang
;Scbag'aimana diatur dalam ketentuan
AT #gndang Nomor 22 tahun 1999.

soalan yang dapat didentifikasi
rang berfungsi lembaga DPRD,
g demokrasi di daerah baik
n maupun kinerja yang

an sebagai lembaga
aan tugas Pemerintah
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Daerah sehingga.menjadikan tidak optimalnya
fungsi kontrol lembaga DPRD tefhadap
kinerjanya. Di sisi lain juga mengakibatkan
kerancuan pemehaman terhadap kedudukan
DPRD scbagai lembaga DPRD yang
berfungsi sebagai tempat penyaluran aspirasl
masyarakat di daerah.

Pada hasil jajak pendapat (Kompas 9/3/2003:

32) mengatakan:

“Fungsi pengawasan terhadap kinerja
Eksekutif yang selama ini mandul, kini rajin
dijalankan. Namun sebuah prestasi tidak
selalu identik dengan kesempurnaan. Apalagi
jika beragam kasus korupsi, penyalahgunaan
jabatan dan tindakan tercela tidak luput dalam
segenap akitivitas para wakil rakyat. Bahkan
kini nyaris terjadi diseluruh pelosok negeri

"

mi .

2. Dipibak lain masalah lembaga DPRD yang

juga dipersoalkan, karena keanggotannya
lebih banyak mementingkan terhadap
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Kalimantan, Bali, Suku Dairi, dan lain-lain. Untyk
dapat menentukan kebijakan yang sesuai dengan
kehendak rakyat yang diwakilinya, DPRD harug
mempunyai kepekaan terhadap ke;'a'c-:ntingan dan
aspirasi rakyat. Penyusuanan kebijakan DPRD
untuk memecahkan dan menuntaskan masalah-
masalah yang melanda masyarakat selama inj
tidak tanggap dan konsisten, dengan sendirinya
menuntut kinerja yang tidak baik dari lembaga

legislatif daerah.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa
masyarakat ditempatkan sebagai objek sekaligus
subjek dalam penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Sehingga konsekuensinya adalah bahwa
keberhasilan  penyelenggaraan  pemerintahan
daerah sangat dipengaruhi adanya keterlibatan
atau partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat
dikatagorikan dalam prespektif sekaligus politik.
Di dalam prespektif politik, partisipasi ini
merupakan proses demokratisasi, suatu proses
aktif yang memberikan kebebasan lebih besar
kepada individu atau kelompok masyarakat untuk
terlibat dalam kebijaksanaan. Seluruh kegiatan
masyarakat yang mempunyai tujuan-tujuan
untuk memengaruhi penentuan arah dan strategi
kebijaksanaan pemerintah, baik yang dilakukan
melalui cara yang legal, seperti pemungutan suara

~ atau yang disalurkan melalui lembaga perwakilan

nuglln bentuk aksi seperti demonstrasi dalam
AgXa menyampaikan tuntutan yang ditujukan
emengaruhi  proses  pengambilan
juga merupakan bentuk partisipasi
muel P. Huntington, 1994:8).
oalanr ye kemudian tingkat pendidikan
akan memengaruhi secara berarti
lembaga perwakilan. Berbicara
menarik antara legislatif
KUtif antara lain discbabkan karena
a0 DPRD dalam hal pengetahuan
ahlian dalam mengantisipasi
I sosial, ekonomi dan politik
U yang sangat ketat, Dengan
asikan fungsinya dengan
nutu atau kualitas anggota
an maka diperlukan pula
‘(Josef Riwu Kaho,
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Berdasarkan  pengamatan penulis  dan
informasi yang diterima dari Sekretariat DPRD
Kota Bandarlampung secara umum dikatakan
kinerja DPRD masih sangat rendah, rendahnya
kinerja ini dilthat dari belum berjalannya peran,
tugas dan fungsi DPRD secara baik. Permasalahan
rendahnya kinerja DPRD tersebut bila ditinjau dari
faktor-faktor sebagai berikut: 1) Akuntabilitas, hal
mi masih belum berjalan sebagaimana mestinya
kebijakan dan organisasi publik konsisten dengan
kehendak rakyat, sehingga pertanggungjawaban
oleh DPRD sebagai lembaga perwakilan
masyarakat dacrah belum efektif. 2) Responsivitas,
di mana belum menunjukkan kemampuan
organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat,
menyusun agenda dan prioritas pelayanan serta
mengembangkan program-program pelayanan
publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat daerah sebagai salah satu fungsi
DPRD itu sendiri. 3) Efektivitas, di mana dalam
pelaksanaan fungsi DPRD khususnya dalam fungsi
legislasi belum ada keputusan DPRD, Keputusan
Daerah dan Peraturan Daerah yang dirumuskan
dan ditetapkan bersama-sama dengan Pemerintah
Daerah. Begitupun dari fungsi pengawasan
yang terjadi justru sebagai bentuk kecurigaan
terhadap Pemerintah Daerah, bukan sebagai
kontrol yang membangun dalam penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Analisis Kinerja Lembaga Legislatif ... (Anwar Rosshad)

Sedangkan manfaat penelitian ini diharapkan
dapat memberikan hasil atau manfaat dalam
usaha meningkatkan serta mengembangkan
kualitas agar menghasilkan kinerja yang lebih
baik sebagai lembaga DPRD, khususnya DPRD
Kota Bandarlampung dan sebagai masukan bagi
siapa saja yang tertarik dengan permasalahan yang
dibicarakan di dalam penelitian ini.

LANDASAN TEORI
1. KiNErRJA LEMBAGA DPRD

Untuk membangun suatu penelitian, kerangka
teori sangat diperlukan terutama sebagai landasan
untuk menjawab masalah atau pertanyaan
penelitian, Sejalan dengan thema dan topiknya,
penelitian ini memerlukan dukungan teori-teori
dan referensi-referensi tentang kinerja organisasi
publik, serta faktor-faktor yang memengaruhi
kinerja DPRD.

Bagi setiap organisasi, penilian terhadap
kinerja merupakan suatu hal yang penting untuk
dapat mengetahui sejauh mana tujuan organisasi
tersebut berhasil diwujudkan dalam jangka waktu
atau periode tertentu. Secara umum kinerja adalah
padanan kata dari “performance”. Konsep kinerja
menurut Rue dan Byars (1981) (dalam Keban,
1995 :1) dapat didefinisikan scbagai pencapai
hasil atau the degree of accomplishment. Dengan

. kata lain, kinerja erupakan tingkat pencapaian

performance menurut
2) adalah: “Hasil
leh seseorang atay
‘organisasi, sesuai
jawab masing-

,‘.‘L_\;.,‘y

.
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jan mampu menjelnskan

apakah DPRD mampu melaksanakan fgng§mya
secara optimal dalam mewujudkan aspirasi dan

keinginan masyarakat daerah.

Efektivitas dari kinerja DPRD dapat dilihat
dari seberapa jauh mercka dapat melaksanakan
fungsinya dalam hal : legislasi, pengawasan,
anggaran, pemilihan pejabat, internasional dan
perwakilan. Legislasi yaitu merumuskan dan
menetapkan Peraturan Daerah bersama-sama
Pemerintah Daerah, Pengawasan yaitu meliputi
pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan
Daerah, Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
Belanja Dacrah (APBD) serta Keputusan Kepala
Daerah, dan Menampung aspirasi masyarakat
yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang
diterima dan masyarakat kepada pejabat dan
instansi yang berwewenang.

kinerja ini dibarap

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
KINERJA

Faktor-faktor yang menentukan kinerja dari
sebuah organisasi adalah faktor-faktor internal
maupun eksternal organisasi yang men

X dhh e L

R oo oo
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b. Datadan Informasi

Hal yang paling menonjol dalam,
topik ini adalah terlambatnya anggy,
legislatif dalam memperoleh Informgs;
yang diperlukan dibandingkan pihgqj
Eksekutif. Kondisi ini dapat dimaklum;
sebab pihak Eksekutiflah yang berge]y
dengan masalah kenegaraan schari.
hari. Selain itu untuk memutuskan sag,
tindakan/kebijakan yang sifatnya kolektif
organisasi jauh lebih sulit dibandingkan
pada pihak  Eksckutif, mengingat
banyaknya kepentingan yang ada dalam
lembaga legislatif sehingga perlu adanya
bargaining para anggota/kelompok.

c. Kualitas Anggota Legislatif

Secara formal, kualitas teknis anggota
legislatif  mengalami  peningkatan,
akan tetapi hal ini tidak berimplikasi
secara signifikan terhadap peningkatan
kinerja anggota legislatif. Persoalannya
terpulang pada tekad dan mental anggota
legislatif untuk benar-benar mewakili
rakyat. Bahkan rahasia umum, bahwa
karena mereka dicalonkan oleh partai
s.ehingga banyak anggota legislatif yang
tidak memiliki akar dalam masyarakat.
Kondisi semacam ini menimbulkan
banyaknya anggota legislatif yang
berperan seperti seorang birokrat, yang
berfikir bahwa mereka harus dilayani
- rakyat dan bukan sebaliknya.

angkan yang termasuk dalam katagori

faktor eksternal, adalah:

- Mekanisme Sistem Pemilu

berimbang dengan
kita anut, telah banyak
okoh-tokoh masyarakat
Ina vote getter yang
telah membuka
culnya tokoh yang
al oleh masyarakat-



b. Kejumbuhan Kedudukan Eksekutif dan
Legislatif

Dalam sistem pemerintahan Indonesia,
lemabaga legislatif ditempatkan sebagai
partner eksekutif. Partner dalam konteks
ini lebih bersifat kooptasi, di mana satu
pihak (eksekutif) kedudukannya jauh
lebih kuat dari pihak yang lain (legislatif)
sehingga kondisi ini sangat berpengaruh
terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi
masing-masing institusi/lembaga.

Adapun argumen yang penulis ajukan
adalah bahwa walaupun DPRD merupakan
lembaga politik, tetapi kinerjanya sebagai suatu
organisasi tetap tidak dapat dilepaskan dari
faktor kelembagaan (organisasi), Sumber Daya
Manusia dan informasi. Walaupun diakui faktor
politik memberi pengaruh terhadap kinerja DPRD
sebagai lembaga politik, tetapi ke 3 (tiga) faktor
tersebut juga memberi pengaruh pula terhadap
kineja DPRD sebagaimana halnya kinerja
organisasi pada umumnya. Selain itu penelitian
ini merupakan studi di bidang administrasi publik,
oleh karena itu layak pula menganalisis kinerja
DPRD dari faktor kclembasaan (orgam;m),

dari faktor politik.

Analisis Kinerja Lembaga Legislatif ... (Anwar Rosshad)

b. Faktor sosial dan organisasi, meliputi
kebijaksanaan organisasi, jenis latihan
dan pengawasan, sistem upah dan
lingkungan sosial.

Melemahnya peran lembaga legislatif dacrah
sebagaimana mestinya sesuai dengan harapan
masyarakat, discbabkan oleh 2 (dua) faktor utama.
Kedua faktor penyebab itu adalah faktor internal
dan faktor eksternal. Fried (1966) mengajukan 10
faktor yang menghambat berfungsinya lembaga
politik, termasuk di dalamnya lembaga legislatif
daerah (DPRD). Faktor-faktor tersebut meliputi
. informasi, keahlian, social power, popularitas,
legitimasi, kepemimpinan, kekerasan (violence),
peraturan (rules), economic power, man power
dan jabatan (office). Sedangkan Curtis (1978)
mengidentifkasi beberapa sumber kelemahan
badan legislatif, yang meliputi kekurangan
fasilitas kerja, kekurangan sarana penelitian dan
kepustakaan, kekurangan tenaga sekretariat dan
kurangnya spesialisasi komisi-komisi yang ada di
lembaga tersebut.

Sementara itu, Imawan (1993, 79) mengkla-
sifikasikan faktor-faktor yang dapat menghambat
anggota legislatif dalam melaksanakan fungsinya
kedalam 2 (dua) faktor, yakni faktor internal dan
fak . Faktor internal meliputi:

Tertib

annya sebuah peraturan
lugas yang dijalankan
- secara tertib dan
ila peraturan itu

Scanned by CamScanner
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) : r, sebab cukup sulit untuk menghimpyp
tindakan/kebijaken ya0g §1leg;yz g;l;:;f ;’:;Zukung sejumiah 20 orang. Kediua adalal
organisasﬁ, jauh lebih sul.1; ; e e terlibatn}"a. paling tidak 2 (d)
Pmmplﬁpe:ﬁ:ﬁt;;ng ada dalam fraksi. Kctentuanh ;:an;;Et .‘Tenhggagalkan
- ika hanya

lljearill}l;aga)iegislatif sehingga perlu adanya pclaki_:af;:‘;n 231; ;enginginkim peng;un::na
bargaining para anggota/kelompok. satu . )’ ng == 0 .
P hak yang dimiliki oleh DPRD. Penolakan fraks;
. Kualitas Anggota Legislatif lain adalah suatu hal yang wajar karena setiap
Secara formal, kualitas teknis anggota fraksi ingin agar penggunaan hak-hak tersebut
legislatf mengalami peningkatan, berasal dari fraksinya sendiri, Kompetisi yang
akan tetapi hal inl tidak berimplikas! tidak sehat seperti ini, menurut Maswadi Rauf
- iy signlfikan (FTRACHP p?ning- (Ibid, 66) akan menghambat penggunaan hak-

katan kinerja anggota legislatif, [

Persoalannya terpulang pada tekad
dan mental anggota legislatif untuk '
benar-benar mewakili rakyat. Bukan 2) Kualitas Anggota

rahasia umum, bahwa karena mereka Faktor kualitas anggota merupakan faktor
dicalonkan oleh partai sehlr?gga penting dalam mengoptimalkan peran
banyak anggota legislatif yang tidak lembaga legislatif. Peran yang lebih besar
memiliki akar dalam masyarakat. . i A g

dari lembaga ini tidak akan mungkin dicapai

Kondisi semacam ini menimbulkan . "
banyaknya anggota legislatif yang bila para ?nggota lembaga tersebut tlc.iak
mempunyai kemampuan untuk itu. Kualitas

berperan seperti seorang birokrat,

yang berfikir bahwa mereka harus anggota DPRD selama ini berada di bawah
dilayani rakyat dan bukan sebaliknya. kualitas eksekutif, sehingga anggota DPRD
) belum sepenuhnya dapat mengimbangi
Sedangkan termasuk P g gl
yeug . dalam kategori kemampuan pemerintah untuk melaksanakan

faktor eksternal, adalah : sejalan dengan pendapat e

diatas, Thaib (2000, 65) mengemukakan bahwa fungsinya. Kualitas dalam konteks ini ditinjau
paling tidak faktor-faktor internal dan eksternal dari segi karier politik (pengalaman) dan segi

{::iflatif e - e kinerja anggota pendidikan formal.

3) Sarana dan Anggaran

e ;_-&‘,‘.L“-;_,atasan dana yang tersedia bagi DPRD
menghambat pengembangan sarana
g yang diperlukan bagi kelancaran
si ini. Sarana penunjang yang
adalah ruang kerja bagi setiap
la dan staff ahli yang berkemampuan.
L lain yang juga diperlukan adalah
n in rmasi yang akan menyediakan
yang diperlukan oleh
informasi yang
h, maka para
ami kesulitan

- -d._ Tt
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legislatif selama ini terutama setelah kembali ke
UUD 1945 yang menempatkan DPRD pada posisi
lemah apabila berhadapan dengan pemerintah.

b) Faktor Eksternal

1) Sistem Pemilihan

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam
sistem  politik Indonesia, para calon
anggota legislatif adalah calon-calon yang
diajukan oleh organisasi politik mereka
masing-masing. Mekanisme semacam ini,
telah banyak memunculkan tokoh-tokoh
masyarakat karbitan, sehingga kadangkala
pemilih tidak tahu dan tidak mengenal calon-
calon yang diajukan.

Dengan demikian sistem pemilihan yang
dianut belum sepenuhnya mendukung
munculnya anggota legislatif yang berbobot
dan berkualitas. Selanjutnya dominasi

pimpinan organisasi sosial politik yang
mempunyai anggota di lembaga legislatif
melalui fraksinya membuat anggota legislatif
kurang bebas melaksanakan tugasnya.
Kondisi ini mengakibatkan para anggota
legmlnufmm lebih deknt dengnn pimpman

Analisis Kinerja Lembaga Legislatif ... (Anwar Rosshad)

Dalam konteks legislatif daerah (DPRD),
kondisi diatas didasarkan pada UU Nomor 5
Tahun 1974, khususnya pasal 80 yang menyatakan
bahwa Kepala Daerah mempunyai kekuasaan yang
lebih bila dibandingkan dengan kekuasaan DPRD,
sebab UU ini menganut dualisme peranan Kepala
Daerah, yakni Kepala Daerah karena jabatannya
juga merangkap sebagai Kepala Wilayah yang
merupakan wakil pemerintah pusat di Daerah.
terhadap

3) Masih Kurangnya Kesadaran

Amanat Konstitusi

Dalam penjelasan UUD 1945 ditegaskan
“... yang penting dalam pemerintahan dan
dalam hal hidupnya Negara ialah semangat,
semangat para penyelenggara Negara,
semangat para pemimpin pemerintahan ...”

Dalam kenyataannya, pihak eksekutif belum
sepenuhnya mendukung hubungan kerja dengan
legislatif, di mana selama ini suara lembaga
legislatif sering tidak diperhatikan dengan
sungguh-sungguh oleh pihak cksekutif, sehingga
kondisi semacam ini bertentangan dengan
semangat kekeluargaan yang diamanatkan oleh
konstitusi, karena lembaga legislatif merupakan
partner eksekutif, maka saran-saran yang diberikan
oleh lemhnga legxslanf hendaknya diperhatikan

( maka dapat
 faktor-faktor  yang

aga legislatif dalam

tor eksternal. Faktor
1 tata tertib, data dan
dik . pengalaman serta
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lembagaan (Organisasi
rana dan prasarana
;" zmm dan pembiayaan yang

tefsedia.
Kineria DPRD
Sumber daya Manusia 1. Akuntabilitas
1. Latar belakang Pendidikan 2. Respnsivitas
2. Pengalaman di bidang organisasi, 3. Efektifitas
politik dan Pemerintahan :

Informas|
Sumber informasi yang digunakan
2. Keterbukaan menerima dan
menyampaikan Informasi
3. Intensitas dalam menyerap Informasl

-
.

Di samping itu, pembahasan juga didasarkan 1989 : 46), variabel operasional dijelaskan sebagai
pada hubungan eksekutif dan legislatif juga sudah  unsur peneliti yang memberitahukan bagaimana
tidakrelevan lagi, karena dalam cra otonomidaerah  caranya mengukur suatu variabel. Pendapat di atas
yang didasarkan pada Undang-undang Nomor dapat ditarik simpulan bahwa definisi operasional
iiwi?:ng:nﬁgzzuﬁwufk:;m d‘; akan mampu menjelaskan fenomena secara tepat.
dalamnya penentuan anggaran DPRD itu sendiri. Definisi operasional dari masing-masing variabel

penelitian ini adalah:
METODE’@ELITIAN I. Kinerja DPRD (dependent variabel), akan
1. i diukur dengan indikator:

‘ a.  Akuntabilitas dengan tolok ukur:
- Apakah dari pelaksanaan kegiatan DPRD
dan kebijakannya telah sesuai dengan
- fungsi dan wewenangnya konsisten
an  kehendak masyarakat dan
dipertanggungjawabkan kepada

| anggota DPRD tanggap
ahami kondisi yang

pa yang menjadi
ni sesuai dengan
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2. Kelembagaan (Organisasi), Sumber Daya
Manusia dan Informasi (Indevenden Variabel)

dengan masing-masing operasional variabel
adalah;

a. Kelembagaan (Organisasi),  diukur
dengan indikator:

1) Sarana dan prasarana

Pengaruh sarana dan prasarana
yang dimiliki anggota DPRD dalam
lembaga legislatif daerah terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
yang diembannya sebagai wakil
rakyat.

2) Anggaran dan pembiayaan
Pengaruh anggaran dan pembiayaan
yang dimiliki anggota DPRD dalam
lembaga legislatif daerah untuk
menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dan fungsi yang diembannya
sebagai wakil rakyat,

b. Sumber Daya Manusia, diukur dengan
indikator;

1) Latar belakang pendidikan
Pengaruh latar belakang tingkat
pendidikan formal yang telah
dimiliki dan pmdidiknn non formal
yang pernah mgsotl

Analisis Kinerja Lembaga Legislatif ... (Anwar Rosshad)

dalam menunjang pelaksanaan
fungsi DPRD.

2) Keterbukaan menerima dan me-
nyampaikan informasi
Mengenai Informasi yang dimiliki
oleh anggota DPRD memiliki
kualitas dan dapat dipergunakan
untuk memecahkan permasalahan
yang dihadapi dalam pelaksanaan
fungsinya.

3) Intensitas dalam menyerap infor-
masi.

Informasi yang dimiliki oleh anggota
DPRD memiliki validitas (relevan
atau sesuai) dengan permasalahan
yang dihadapi dalam pelaksanaan
fungsinya

Secara sederhana variabel penelitian ini
menggambarkan peranan Independen variabel
terhadap Dependent variabel. Sesuai dengan judul
penelitian ini yaitu membahas tentang Kinerja
Lembaga Legislatif (Studi tentang Kinerja DPRD
Kota Bandarlampung) ada 3 (tiga) variabel
utama yang menjadi kajian pokok. Kajian atas
seluruh variabel tersebut bukan merupakan kajian
dengan membandingkan masing-masing variabel
melainkan pengkajian satu arah dengan memakai
indikator-indikator yang relevan sebagai alat ukur
penetapan letmp variabel. Dan yang menjadi
vmnboL " Kelembagun (Organisasi),

) dan Informasi dalam
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ini lebi ka dan lebih dapat
., Metode 1m lebih pe :
: menyesuaikan diri dengan banyak pcnajmgz:
pengaruh bersama terhadap pola~polal.s
nilai-nilai yang dihadap. (Moleong, 2001 ).

Analisa dilakukan dengan melihat kgndl?l
yang sebenarnya terhadap rendnhpya kinerja
DPRD Kota Bandarlampung, Darl apa yang
dikemukakan di atas, jelas bahwa tidak ada satu.
cara tertentu yang dapat dijadikan pegangan bagi
penyusun dan menganalisa data yang tcrkumpl.ll:
Hal ini disebabkan karena data kualitatif terdiri
dari kata-kata bukan angka-angka.

PEMBAHASAN

1. InpikaTOR KINERJIA
BANDARLAMPUNG

a. Akuntabilitas

Akuntabilitas disini akan diukur dari seberapa
besar kegiatan DPRD dan kebijakannya telah
sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya
konsisten dengan kehendak masyarakat dan dapat
dipertanggungjawabkan  kepada  masyarakat.
Berdasarkan hasil pengamatan dan temuan penulis
dari Kota Bandarlampung mengenai kegiatan dan
kcbijakanDPRDylngtclnhdilakukunapakahsudah
sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya,
apakah konsisisten dengan kehendak masyarakat
dan  dapat dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat menurut informasi yang penulis dapat,
masih jauh yang diharaj B S

DPRD Kota

langsung dilapa
bahwa kebijaka

pengirim

esember AV 54

tersebut diselesaikan juga karcna dipen_gﬂruh,'
adanya kcpcntingan-kcpcnt}ngan pribadi®
Dengan kata lain dapat disebutkan bahy,
akuntabilitas DPRD Kota Ba.ndarlampm18
(crhadap masyarakat bclurq berjalan dengap
baik scbagaimana yang diharapkan. Begit,
pula dengan hasil pengamatan dan wawancarg
dengan tokoh-tokoh masygrakat. dan perangkat
Pemerintah Dacrah yang ditemui hampir semua
mengatakan hal yang sama.

b. Responsivitas

Responsivitas  disini  akan diukur dari
kemampuan DPRD Kota Bandarlampung untuk
lebih tanggap dan bisa memahami kondisi yang
berkembang dan apa yang menjadi proritas untuk
ditangani sesuai dengan aspirasi masyarakat yang
sedang berkembang. Responsivitas dimasukkan
sebagai sebagai salah satu indikator karena secara
langsung kemampuan anggota DPRD dalam
menjalankan misi dan tujuan yang diemabannya,
khususnya lembaga legislatif daerah yang
berfungsi sebagai regulator konflik yaitu
fasilitator yang mampu menjembatani perbedaan
kepentingan antara sesama kelompok masyarakat

atau antara kelompok tersebut dengan Pemerintah
Daerah,

Hal ini dapat dilihat dari banyaknya
aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat
kepada lembaga legislatif dalam bentuk
°_“{1i df%ﬂ.“' pendapat, demonstrasi maupun
an - delegasi  baik perorangan
~ “Clompok. Pada saat ini hampir
L Bedung DPRD selalu dipenuhi
yang datang menyampaikan
~ PAsAInya yaitu masalah tanah/
ah dan bangunap,

%
a

pangan, sikap
‘aspirasi dari
pi belum
. Hal ini

i
\? ]
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Badan Eksekutif Badan Legislatif
Daerah Daerah
(3)
Bupati P b (VI e e ¥
X 4l Wakil Ketua
1 | T
| T |
L o Rapal Pimpinan E Rapat kerju/peninjauan
Sekda X Dewan. Selanjutnya ! lapangan/mengundang ybs
| diminta kepada Bupati ¢ (pengadu)
3 : untuk ditindaklanjuti ;(4)
: '(6) =
v | |
| Hasilnya disampaikan | |
Instan '(2); Ke Sekwan E
Sekwa o S T e
¥
L Sural ke DPRD disampaikan
(1) 1 melalui Sekretariat DPRD
|
1
|
| o
Masyarak
----4 Keterangan:

Jalur penangananan aspirasi
— Jalur hierarki

Gambar 2
Mekanisme Kerja DPRD Kota Bandarlampung
Dalam Penampungan Aspirasi Masyarakat
DPRD Kota Bandarlampung, 2002).

S T o
.

N P

yang diembankannya
a terlihat pada tabel
kebijakan yang telah
1/2002 hanya lebih
-masalah  internal
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g disyahkan kaitan dengan
ada masyarakat dalam
da era otonomi daerah”™.

rencana Perda yan
Perda pembebanan kep
rangka perolehan PAD pa
(06 Mei 2002)

Dari uraian di atas untuk Kota Bandarlampung
bahwa dari segi akuntabilitas pelaksanaan fungsi
DPRD belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat
dilihat dari tidak berjalannya fungsi DPRD dari
faktor responsivitas dan efektivitas yang telah
dijelaskan di atas, jadi dengan demikian tidak
banyak yang bisa dipertanggungjawabkan kepada
masyarakat. Dengan kata lain dapat disebutkan
bahwa akuntabilitas DPRD Kota Bandarlampung
terhadap masyarakat belum berjalan dengan baik
sebagaimana yang diharapkan, baik itu fungsinya
sebagai legislasi, pengawasan dan fungsi regulator
konflik.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
KiNeriA DPRD

. Ada banyak faktor yang memengaruhi
kinerja DPRD sebagaimana telah dibahas pada
bab terdahulu. Namun dalam penelitian ini
}hanya akan dibatasi pada 3 (tiga) faktor utama

~ yang berpengaruh terhadap kinerja DPRD Kota
~ Bandarlampung sebagai berikut, -

@ Vol. 1\ No. | \ Desember 2013
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hanya beberapa anggota Dewan yang secars
umum dapat menggunakan dengan sebagaimang
mestinya sesuai dengan fungsinya, keefektifan
dan keefisienan tugas masing-masing. Dalam ha|
ini belum tersedianya sarana dan prsarana sepertj
rumah dinas Ketua DPRD, kurangnya sarana dan
prasarana mobiler ruangan kantor masing-masing
komisi, mobilisasi bagi anggota DPRD, dan dalam
pengadaan komputer dan telekomunikasi setiap
ruangan tersebut belum tersedia.

Dengan demikian, apabila sarana dan
prasarana scbagai indikator dalam lembaga
(organisasi) terhadap pelaksanaan tugas dan
fungsinya sebagai wakil rakyat, maka dapat
disimpulkan bahwa secara umum anggota
dewan yang memiliki tingkat fasilitas sarana
dan prasarana yang cukup akan lebih dapat
optimal kinerjanya baik dari aspek akuntabilitas,
responsivitas dan efektivitasnya sehingga DPRD
dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai

fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi regulator
konlik.

c. :lnggaran dan Pembiayaan yang Terse-
a

D.ari segi anggaran dan pembiayaan yang
tersedia sesuai dengan surat Keputusan Walikota

& & Blndarlampung Nomor 337 Tahun 2000 Tentang

baran Anggaran Pendapatan, Kegiatan
ggaran Pendapatan dan Belanja
00, bahwa pos untuk DPRD
ngkatan lebih  dibandingkan
““ sebelumnya. Disayangkan
fi tidak diimbangi dengan kinerja

Rk
B«

t 110 Tahun 2000 tentang
n DPRD scbenarnya telah
dana bagi anggota DPRD
enciptakan pengeluaran-
selum tentu penting.
kali ingin menyerahkan
na oleh DPRD
esuaikan dengan
atkan sampai
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Tabel

Dukungan Dana Finansial bagi DPRD Kota Bandarlampung

Menurut

Jenis Dukungan

Dana Finansial

PP Nomor 110 Tahun 2000

Perinclan/Keterangan

1. | Uang Representasi a. Ketua DPRD: masksimal 60% dari gaji pokok
Bupatl,
b. Wakil Ketua: maksimal 90% darl Ketua DPRD.
¢. Anggota: maksimal 80% dari Ketua.
2. | Tunjangan Keluarga dan | Pimpinan dan anggota DPRD sama dengan
Tunjangan Beras PNS,
3. | Uang Paket Masing-masing maksimal 25% darl uang
Representasl.
4. | Tunjangan Jabatan Pimpinan: maksimal 50%  darl uang
Representasi,
5. | Tunjangan Komisi a. Ketua Komisi: maksimal 20% dari Tunjangan
Jabatan Ketua DPRD.
b. Wakil Ketua Komisl: maksimal 15% darl
Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
c. Sekrelaris: maksimal 15% darl Tunjangan
Jabatan Ketua DPRD.
d. Anggota: maksimal 10% dari Tunjangan
Jabatan Ketua DPRD.
6. | Tunjangan Khusus Pimpinan dan Anggota DPRD
7. | Tunjangan Perbalkan | Pimpinan dan Anggota DPRD sama dengan
Penghasilan PNS.
8. | Tunjangan Panitia a. Ketua Panitia: maksimal 15% dari Tunjangan
Jabatan Ketua DPRD.
b. Wakil Ketua Panitia: maksimal 10% dari
Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
c. Sekretaris Panitia: maksimal 10% dari
Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
d. Anggota Panitia: maksimal 5% dari Tunjangan
Jabatan Ketua DPRD.
9. | Tunjangan Kesejahteraan | Tunjangan Kesehatan untuk Pimpinan dan
Anggota DPRD diberikan dalam bentuk
_Asuransl.
10. | Uang Duka a, Duka Wafat: 3 kall Uang Representasi.
b. Wafat dalam Tugas: 6 kall Uang Representasi.
| e Bantuan Biaya Pengangkutan Jenazah,
11. | Rumah Jabatan _ I efL zBu
12. | Kenderaan Dina BDERD., &0 G *5? i
b 7
13._| Pakaian Di \ Daerah.
14. | Biaya ‘Juta s/d
atan DPF :
Sumber: Interpreta: -
-s'; | .
Proposi penggunaan da aran  dan
telah ditetapkan dengan me ‘indikator
110 Tahun 2000, dalam 'j iksanaan
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erjanya baik dari aspek
itas dan efektivitasnya
laksanakan tugas dan

lebih dapat optimal kin
akuntabilitas, responsiv
schingga DPRD dapat me :
fungsinya sebagai fungsi legislasi, pengawasarn
dan fungsi regulator konlik. Namun asumsl
semacam ini ternyata tidak berlaku dalam konteks
DPRD Kota Bandarlampung, menunjukkan bahwa
makin meningkatnya anggaran dan pembiayaan
yang tersedia, tapi kenyataannya kinerja DPRD
yang dihasilkan masih rendah dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya sebagai legislasi, pengawasan
dan fungsi regulator konflik.

3. SumBER DAyaA MANUSIA

Menyuangkut masalah sumber daya manusia
anggota DPRD Kota Bandarlampung berdasarkan
pengamatan dan wawancara dengan anggota
DPRD maupun Pemerintah Daerah, secara umum
dapat dikatakan masih rendah. Hal ini akan diukur
dari latar belakang pendidikan dan pengalaman di
bidang organisasi, politik dan pemerintahan.

a. Latar Belakang Pendidikan

Dalambiografidataparaanggotamenunjukkan
bahwa sebagian besar anggota DPRD mengenyam
pendidikan SD/SR yaitu sebanyak 1 orang (2,22
%) anggota, pendidikan SLTP 4 orang (8,89 %)
dan SLTA sebanyak 22 orang (48,89 %) anggota
_ dan pendidikan tinggi: Akademi 5 orang (11,11
B %) serta Sarjana sebanyak 13 orang (28,89

@ Vol. 1 \No. 1 \ Desember 2013
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terlihat dalam tabel 11 di atas menunjukkan
bahwa pendidikan formal anggota DPRD Kotg
Bandarlampung masih kurang, di mana dari 45
anggota hanya 40 % yang berpendidikan Akademi
dan Sarjana. Selebihnya 60 % yang berpendidikan
SLTA/SLTP kebawah bahkan masih ada yang
berpendidikan SR/SD. Kenyataan yang terjadi
kinerja DPRD yang dihasilkan masih rendah
baik dari aspek akuntabilitas, responsivitas dan
efektivitasnya dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagai fungsi legislasi, pengawasan
dan fungsi regulator konlik.

b. Pengalaman di Bidang Organisasi,
Politik dan Pemerintahan

Terdapat 25 orang (55,56 %) anggota yang
memiliki pengalaman yang banyak bersentuhan
dengan Politik yaitu mereka yang berlatar belakang
pekerjaan sebagai anggota DPRD, Pegawai Negeri,
ABRI/Purnawirawan/ Pensiunan dan mahasiswa.
Yang berpengalaman kurang bersentuhan dengan
Politik dan Pemerintahan yaitu: mereka yang
berlatar belakang pekerjaannya Pegawai Swasta/
Pengusaha dan Petani sebanyak 18 orang (40,00
%) anggota sedangkan yang memiliki pengalaman
dalam anggota DPRD hanya ada 2 orang (4,44 %)
anggota

Sedangkan dari pengalaman di bidang
organisasi, politik dan pemerintahan dari 45

anggota DPRD hanya 60 %. Selebihnya 40 %

‘pengalaman kerja sebagai pegawai
1 buruh/petani. Pemaparan di

k tipe partisipan karena
lit kepada organisasi
dan mengorganisir
anggota. Jumlah
isipan ini merata
ota yang berasal
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menunjang anggota Dewan dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya terlebih lagi bagi
anggota Dewan yang memiliki pendidikan formal
yang terbatas, sehingga harus dilengkapi dengan
pendidikan non formal yang memadai. Kenyataan
yang terjadi kinerja DPRD yang dihasilkan masih
rendah baik dari aspek akuntabilitas, responsivitas
dan efektivitasnya dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya sebagai fungsi legislasi, pengawasan
dan fungsi regulator konlik.

4. INFORMASI

Informasi adalah data yang tersusun
sedemikian rupa sechingga bermakna dan
bermanfaat karena dapat dikemukakan pada
seseorang yang akan menggunakannya untuk
membuat suatu keputusan. Informasi yang salah
bisa menyesatkan, kita bisa salah mengambil
sikap, salah menganalisa schingga salah pula
dalam mengambil keputusan.

a. Sumber Informasi yang Digunakan

Dari hasil observasi ternyata informasi yang
digunakan DPRD cukup banyak tersedia, baik
itu informasi yang disampaikan oleh mayarakat
secara langsung datang ke gedung DPRD maupun
dalam bentuk surat atau pengiriman delegasi.
Hal ini dapat dilihat dari sumber informasi yang
digunakan dalam menunjang pelaksanaan fungsi
DPRD dari media cetak seperti eran lokal dan
buletin lokal yang menyangkut bidang ‘t'u as
dan mendukung pelaksanaan
Disamping itu anggota leg
mencari dan menggali il
kunjungan ke daerah-daer:

Dari hasil observas‘ 1

Analisis Kinerja Lembaga Legislatif ... (Anwar Rosshad)

secara umum anggota dewan dalam informasi
yang digunakan masih belum memadai. Apabila
hubungan antara informasi yang digunakan dengan
kinerja anggota legislatif tersebut merupakan
kenyataan, maka dapat dimengerti bahwa semakin
cepat dan canggihnya informasi yang digunakan
semakin tinggi pula pengaruh kinerja anggota
Dewan dalam memahami hakekat masyarakat dan
badan legislatif yaitu dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya sebagai fungsi legislasi,
pengawasan dan fungsi regulator konlik.

b. Keterbukaan Menerima dan Menyam-
paikan Informasi

Keterbukaan menerima dan menyampaikan
informasi dijadikan sebagai indikator dalam
proses pemahaman anggota legislatif terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai
wakil rakyat, maka dapat disimpulkan bahwa
secara umum anggota dewan dalam keterbukaan
menerima  dan  menyampaikan  informasi
sudah cukup baik karena usaha DPRD dalam
menghimpun informasi dengan melakukan
pendekatan dengan Pemerintah Kecamatan
untuk mencoba mengenali aspirasi masyarakat
setempat yang sudah disimpulkan oleh Camat
setempat. Dan anggota Dewan melalui fraksinya
masing-masing terjun langsung kedaerah yang
diwakilinya untuk mengetahui masih adakah
masalah-masalah  yang belum tertampung,
selanjutnya masalah tersebut digodok oleh fraksi
masing-masing, kemudian dengan pertimbangan

ﬁnlm dften"mkmmdhln prioritas mana yang harus

yang ditangguhkan, setelah
“dalam komisi. Schingga
( menyampaikan
akan pendekatan
1hi Kinerja anggota
syarakat dan
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masih tergantung pada individu Dewan masing-
masing dan masih melihat kondisi yang ada untuk
disampaikan pada pimpinanan,

Dengan demikian informasi yang ada selama
ini berdasarkan pengamatan di lapangan dirasakan
belum relevan dan belum memiliki validitas yang
tinggi karena informasi yang diperoleh belum
tentu sesuai terhadap permasalahan yang dihadapi
dan informasi dari masyarakat maupun LSM
tersebut belum tentu benar, untuk itu diperlukan
kerja keras anggota Dewan untuk aktif mencari
sumber informasi lain yang lebih tepat dan akurat
schingga intensitas dalam menyerap informasi
yang belum relevan dan belum memadai tersebut
akan dapat memengaruhi kinerja anggota Dewan
dalam memahami hakekat masyarakat dan badan
legislatif yaitu dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya sebagai fungsi legislasi, pengawasan
dan fungsi regulator konflik.

PENUTUP

1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitia dan pembahasan,
serta memperhatikan secara khusus analisa data
dan pembahasan terhadap variabel dan indikator
yang memengaruhi berdasarkan analisa dalam
penelitian ini menyimpulkan bahwa :

. DPRD Kota Bandarlampung hingga saat
ini belum ennqiukhn suatu kinerja yang

1 tu. dengan kata lain

12013137 — 54

4,

2.

DPRD dapat dikatakan baik, hal ini seringpy,
DPRD merespon pengaduan dan surat yang
masuk atau mengadakan rapat kerja dengan
Perangkat Daerah.

Efektivitas, dilihat dari tujuan organisas;
sebagai penayambung aspirasi masyaraka
dacrah dapat melaksanakan fungsinya serta
memberikan pelayanan dari amanat fungs;
yang diemabannya. Hal ini dapatdilihat bahwa
tingkat keefektifan DPRD masih rendah, yakni
belum adnya action atau kebijakan DPRD
dalam pelaksanaan fungsinya, khususnya
dalam fungsi legislasi dan pengawasan yaitu
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
sampai pada pelaporan, karena DPRD
memiliki kewenangan untuk menentukan
arah dan kebijaksanaan umum APBD serta
dalam pelaksanaan Peraturan Daerah.

Rendahnya kinerja DPRD Kota
Bandarlampung dipengaruhi beberapa faktor
sebagai berikut:

a. Kelembagaan (Organisasi)
b. Sumber Daya Manusia
¢. Informasi

SARAN

Dalam rangka peningkatan kinerja Lembaga

Legislatif Dacrah khususnya kinerja DPRD Kota

Bandarlampung,

ditinjau dari faktor akuntabil;
! abilitas,
qivitaa dan efektivitasnya perlu diadakan

‘ f‘lngsmya dan Peraturan

ada selaky lembaga
dacrah. Khususnya
‘atan  kemampuan
dan memberikan
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dalam semangat yang sempit yang hanya
memperhatikan  kepentingan pribadi maupun
golongannya.

Anggota Legislatif dapat menyelenggarakan
kerja sama dengan institusi-institusi diluar
DPRD yang memungkinkan anggota Legislatif
lokal mengkaji dengan seksama masalah yang
dihadapi dan kapasitas yang dimiliki. Dari proses
ini diharapkan muncul semacam kesadaran untuk
meningkatkan kapasitas dalam kinerjanya dan
sekaligus pemahaman mengenai segi-segi yang
hendak ditingkatkan, khususnya peningkatan
kemampuan dalam pelaksanaan fungsinya.

Didalam kelembagaan (Organisasi) DPRD
untuk itu kepada Pemerintah Daerah, perlu
kiranya langkah yang baik dalam pengadaan
sarana dan prasarana penunjang bagi DPRD
dalam pelaksanaan fungsi dan tugasnya,
khususnya pengadaan mobiler ruangan kantor
masing-masing komisi, sarana komputer dan
telekomunikasi sehingga setiap anggota DPRD
agar dapat meningkatkan kinerjanya sebagai
lembaga Legislatif daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Analisis Kinerja Lembaga Legislatif ... (Anwar Rosshad)

Untuk melakukan proses rekruitmen anggota
secara selcktif dan pembinaannya secara baik
untuk meningkatkan peran dan kelangsungan
hidup partai dimasa depan, sehingga perlu adanya
revisi terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR,
DPR dan DPRD, khususnya menyangkut masalah
persyaratan menjadi anggota lembaga legislatif.

Perlu dipikirkan pentingnya pembentukan
pusat pelayanan informasi bagi DPRD, sehingga
memudahkan anggota Dewan dalam mendapatkan
informasi yang akurat dan berkualitas, di mana
keanggotannya bisa diambil dari lembaga
Perguruan Tinggi, LSM dan masyarakat non
partisan yang memiliki komitmen tinggi terhadap
pemberdayaan DPRD.

Perlu kiranya diadakan pertemuan rutin secara
berkala dalam menyamakan visi dan misi dalam
pembangunan daerah dan menyelenggarakan
kerja sama dengan institusi-institusi diluar DPRD
yang memungkinkan anggota legislatif mengkaji
dengan seksama masalah yang dihadapi sehingga
hubungan yang ideal dalam bentuk patnership
bisa diwujudkan.

Bernardin, Jhon, and Russel, E. A. Joyce,1998, Human Resource Management : An Experiental Aproach.

Dwiyanto, Agus, 1995, Pemhm Kmerja Orgmuui Pubhk, Makalah dalam Seminar Sehari : Kinerja Organisasi

, Yogyakarta.
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